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The present study was aimed at examining the effectiveness and 
efficiency of the financial management of South Tangerang City, Banten 
Province. The present study was categorized as a descriptive study. This 
study emphasized more on secondary data analysis. The data used in the 
present study were institutional administrative data (i.e., the data from 
South Tangerang City Government) comprising the Regional Budget of 
South Tangerang and the 2014-2018 Report on the Regional 
Government Administration (LPPD), as well as the regional financial 
budget stated in the report issued by South Tangerang Statistics. The 
instruments of analysis used in the study were effectiveness ratio and 
efficiency ratio. The study found that the financial management of South 
Tangerang City was categorized as highly effective.  Further, the study 
also found that the financial management of South Tangerang City was 
categorized as fairly efficient.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan keuangan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. 
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian ini 
lebih menekankan pada analisis data sekunder. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data administrasi kelembagaan (yaitu data 
Pemerintah Kota Tangerang Selatan) yang terdiri dari APBD Kota 
Tangerang Selatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) 2014-2018, serta keuangan daerah pada anggaran 
yang tercantum dalam laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 
Statistik Kota Tangerang Selatan. Instrumen analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil 
penelitian menemukan bahwa pengelolaan keuangan Kota Tangerang 
Selatan tergolong sangat efektif. Lebih lanjut studi tersebut juga 
menemukan bahwa pengelolaan keuangan Kota Tangerang Selatan 
dikategorikan cukup efisien. 
 
Pendahuluan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 tahun (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, hal tersebut menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi di bidang fiskal, politik dan 
administrasi dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
(2014) berisi perihal pembagian wewenang dan fungsi antara pemerintah daerah dan pusat. 
Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) yang mengatur pembagian sumber-sumber 
daya keuangan sebagai konsekuensi pembagian kewenangan antara daerah dan pusat. Dasar dari 
kedua undang-undang tersebut berintikan tentang pengembangan otonomi daerah yang 
dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, demokrasi, pemerataan, partisipasi masyarakat, serta 
mencermati potensi serta keragaman sumber daya daerah. 
Dalam hal keuangan daerah, Optimasi anggaran perlu dilakukan secara efisien dan efektif 
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sebagai wujud pertanggungjawaban publik pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Output yang maksimal merupakan hasil dari penggunaan dana masyarakat yang 
efisien dan capaian target untuk kepentingan masyarakat dalam penggunaan anggaran haruslah 
secara efektif. Tantangan yang terjadi dalam meningkatkan penerimaan daerah secara kontinu, 
merupakan salah satu faktor perencanaan anggaran yang sangat penting. Namun perlu juga 
diingat dalam hal ini, peningkatan pengeluaran daerah yang terus meningkat dapat meningkatkan 
fiscal gap dan kondisi seperti ini berdampak pada tingkat ekonomi dan kinerja pemerintah 
daerah secara efisien serta efektif, hal ini dapat menimbulakn underfinancing and overfinancing 
(Mahmudi, 2016). 
Landasan hukum otonomi daerah yaitu UU No 23 Tahun (2014), untuk upaya 
pembangunan daerah secara mandiri, pemerintah daerah memiliki wewenanang untuk mengelola 
sumber pendapatan, mengalokasikan dana tersebut untuk biaya pembangungan diwilayah 
masing-masing. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan 
secara mandiri bertujuan untuk melayani masyarakatnya, oleh karenanya diperlukan transparansi 
penggunaan dana secara professional. Selain sumber dana yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah 
(PAD), pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan daerah dengan mencari 
dan menemukan sumber penerimaan lain yang dibenarkan undang-undang guna mendukung 
proses percepatan pembangungan, disisi lain pemerintah daerah juga mendapatkan transfer 
keuangan yang bersumber dari APBN sebesar 25%, namun demikian pemerintah pusat berharap 
dana pendukung percepatan dapat dihasilkan secara maksimal dari PAD masing-masing daerah. 
(Mardiasmo, 2018). 
Dalam proses pembagungan daerah yang ditinjau dari sudut pandang sumber pembiayaan 
dibagi menjadi tiga, yaitu; (a) Pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBD yang bersumber 
dari PAD untuk proses pembangunan, (b) Pemerintah daerah menyediakan lahan, untuk 
pembangunan dilaksanakan dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh APBN, (c) Pemerintah yang 
melaksanakan pembangunan diwilayah daerah dan dibiayai oleh APBN (Faud, 2016). Dari tiga 
proses pembiayan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan agar dapat mengelola keuangan 
daerah, dapat melakukan optimasi sumber pendapatan dan mampu mengatur pengeluarannya. 
Dari konsep latar belakang inilah akan diangkat isu terkait tingkat efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, khususnya dalam 
desentralisasi saat ini. 
Kota Tangerang Selatan termasuk kota yang berada di wilayah administrasi Propinsi 
Banten, terletak di Tatar Pasundan, 30 Km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah 
Tenggara Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Jika pada awalnya Kota Tangerang Selatan 
memang diarahkan untuk menjadi daerah penyangga bagi Jakarta sebagai ibukota negara, kini 
menunjukkan sejumlah kemajuan yang mengarah kepada terbentuknya administrasi dan 
kebijakan daerah otonom. Perkembangan Kota Tangerang Selatan tidak hanya berfungsi sebagai 
penyangga semata, namun sekarang Tangerang Selatan telah mengambil fungsi sebagai kota 
multifungsi, yakni sebagai kota perdagangan, kota industri, kota pemukiman, dan kota wisata. 
Menurut data di Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, Kota Tangerang Selatan menjadi kota 
yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi disbanding dengan wilayah banten lainya, 
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capaian tersebut pada tahun 2015-2016 sebesar 7,2% dan 6,98%. Dari sisi keuangan daerah, 
pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi dalam pendapatan daerah, 
setelah sempat mengalami penurunan dalam pendapatan daerah dari tahun 2014 ke 2015, 
pendapatan terus mengalami peningkatan, peningkatan ini terutama bersumber dari peningkatan 
Pendapatan Asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah, diikuti 
dengan peningkatan dana perimbangan. Dari sisi belanja daerah, komposisi terbesar adalah 
belaja modal dan belanja barang dan jasa, namun disisi lain terjadi penurunan atas belanja 
pegawai. Komposisi lengkap keuangan daerah Kota Tangerang Selatan terlihat pada tabel 
1berikut ini :  






2014 Rp     6.905.241.814.860,17 Rp     6.129.216.258.122,00 
2015 Rp     3.356.936.466.197,25 Rp     2.621.622.311.877,54 
2016 Rp     3.399.854.986.181,00 Rp     2.889.200.332.156,00 
2017 Rp     3.512.069.678.595,24 Rp     3.029.480.453.654,00 
2018 Rp     3.755.310.261.966,00 Rp     3.273.254.890.423,65 
     Sumber : Statistik Kota Tangerang Selatan 2019 
Berdasarkan data awal tersebut, walaupun potensi pendapatan daerah terus mengalami 
peningkatan, begitu juga dengan belanja daerahnya, keuangan daerah haruslah dapat dikelola 
optimal secara efektif dan efisien, serta transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan 
realisasi hal ini juga menjadi fokus utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun (2005). 
Beranjak dari konsep tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa tingkat 
efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan. 
Metode  
Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif melalui pendekatan data sekunder, 
metode ini seperti yang disampaikan oleh (Andrews, L., Higgins, A., Andrews, M. W., & Lalor, 
2012) sebagai “a research strategy which makes use of pre-existing quantitative data or pre-
existing qualitative data for the purposes of investigating new questions or verifying previous 
studies.” Penelitian ini menggunakan data administrasi kelembagaan dari Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan, terdiri dari Laporan APBD Kota Tangerang Selatan dan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun  2014-2018,  serta data Keuangan Daerah  
yang tertuang  pada  laporan BPS Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya data tersebut di 
dokumentasikan dalam hal ini berbentuk tulisan, pedoman, peraturan-peraturan, gambaran, data 
statistik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Yang menjadi subyek dari penelitian ini 
yaitu APBD Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari perencanaan dan realisasi APBD Kota 
Tangerang Selatan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014-
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2018. Subyek penelitian berikutnya adalah  mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan 
keuangan daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 
2014-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan keuangan Kota Tangerang Selatan menggunakan rasio efektifitas dan 
efisiensi. Realisasi dari PAD terhadap target PAD dapat dijadikan penghitungan rasio efektifitas. 
(Mardiasmo, 2018).  
Untuk tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka digunakan rasio efisiensi. 
(Mardiasmo, 2018) berpendapat untuk menghitung efisiensi pengelolaan keuangan dapat 
membandingkan antara realisasi penerimaan daerah terhadap realisasi belanja. Kriterian ini 
bersumber dari peraturan Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian 
Kinerja Keuangan. Pada tabel 2 dibawah ini menunjukkan kriteria kinerja efektivitas dan 
efisinesi kinerja keuangan; 
Tabel 2. Kriteria Kinerja Efektivitas dan Efisinesi Kinerja Keuangan 
  
    Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 
Hasil dan Diskusi  
Memperhatikan konsep dasarnya, APBD merupakan sebuah Penjabaran kuantitaif yang 
bertujuan sebagai sasaran kerja Pemerintah daerah (Pemda) sehingga APBD di posisikan sebagai 
bagian dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga dengan 
demikian APBD harus dilihat secara utuh dan komprehensif, mulai dari sisi perencanaan, 
pelaksanaan, hingga evaluasi atas setiap program pembangunan yang termuat di dalamnya. 
Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2014-2018 senantiasa disesuaikan 
dengan pokok-pokok reformasi pembangunan daerah dan program pembangunan daerah 
sebagaimana dokumen Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Tangerang Selatan. Juga disusun serta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
Undang-undang 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2004 dan terakhir 
dengan UU No 23 Tahun (2014) tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 Tahun 1999 yang 
disempurnakan serta UU No 33 Tahun 2004 terkait perimbangan keuangan pemerintah pusat 
serta pemerintah daerah. Dalam melakukan kajian terkait efektivitas pengelolaan keuangan 
pemerintah Kota Tangerang Selatan, analisis pendapatan daerah maupun belanja daerah, konsep 
teoritis yang digunakan adalah berdasarkan kerangka teoritis yang disusun (Mardiasmo, 2009) 
dan (Mahmudi, 2016) yang menitik beratkan kajian efektivitas pengelolaan keuangan daerah atas 
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pencapaian target realisasi penerimaan daerah dan efektivitas itu diukur dengan skala penilaian 
sebagaimana kriteria yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996. 
Sesuai dengan topik kajian ini, dalam waktu 5 tahun terakhir (2014-2018), APBD Kota 
Tangerang Selatan mengalami fluktuasi baik dari sisi target penerimaan daerah maupun realisasi 
penerimaan daerah. Pada tahun 2014, target pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan yang 
ditetapkan adalah sebesar Rp. 2.719.923.977.457,17,- dengan realisasi pendapatam daerah 
mencapai Rp. 6.905.241.814.860,17.- atau dengan tingkat pencapaian 253,88 %. Target 
pendapatam Daerah ini meningkat pada tahun 2014 dengan mencapai Rp.3.310.112.505.939.- 
dengan realisasi Rp. 3.356.936.466.197,25.- atau dengan tingkat pencapaian 101,41 %. Di tahun 
2018 yang lalu target pendapatan daerah Kota Tangerang selatan mencapai 
Rp.3.664.462.279.782,24,- dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 
3.755.310.261.966.- atau dengan tingkat pencapaian 102,48 %. Sebagaimana terlihat pada table 
dan gambar di bawah ini berdasarkan ketentuan dari Kemendragi No.690.900.327 Tahun 1996 
dapat kita simpulkan bahwa dalam lima tahun pengelolaan anggaran menunjukkan kinerja yang 
sangat efektif (efektivitas yang tinggi karena berada di atas 100 persen). Pendapatan atau 
penerimaan daerah sebagaimana yang tergambarkan di atas adalah semua penerimaan kas yang 
menjadi anggaran serta bukan untuk dibayar kembali bagi pemerintah.  
 
Gambar 1. Rasio target dan realisasi pendapatan daerah 2014-2018 
 
 
Tabel 3 : Tingkat efektivitas pendapatan daerah 2014-2018 
TAHUN Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 
2014 253.88% Highly Effective 
2015 101.41% Highly Effective 
2016 102.65% Highly Effective 
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2017 102.38% Highly Effective 
2018 102.48% Highly Effective 
 
               Sumber : Data Olahan 
 
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Tantangan yang dihadapi dalam desentralisasi keuangan daerah yaitu seberapa efektif 
daerah mampu mengelola keuangan daerah. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah 
harus mempunyai capaian efektivitas agar mendapatkan manfaat sosial bagi masyarakat. 
(Mardiasmo, 2018) berpendapat bahwa sumber PAD harus dioptimalkan guna menunjang 
pengelolaan keuangan daerah. Salah satu variabel untuk mengukur efektivitas yaitu mengunakan 
rasio laporan penerimaan dibandingkan dengan perencanaan serta realisasi setiap anggarannya. 
Ukuran tercapainya efektivitas anggaran terlihat pada capaian 100%, untuk implementasinya 
tidaklah mudah, tidak tercapainya target salah satu faktornya masih menggunakan pendekatan 
incremental (Rambe, 2015) hal tersebut bisa terjadi bahwa perencanaan anggaran tidak tepat atau 
penetapan target yang lebih rendah karena masih berdasarkan pendekatan manual tanpa skala 
perhitungan yang baku. Pembahasan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan keuangan 
pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan selama lima tahun anggaran (2014-2018) 
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kota Tangerang Selatan, untuk menganalisa tingkat efektivitas dengan cara 
membandingkan realisasi PAD atas tujuan dan target PAD, pengelolaan keuangan dikatakan 
efektif jika rasio efektivitas semakin besar.  
Pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan terlihat pada tabel 4. 
Efektifitas pengelolaan PAD. Kurun waktu lima tahun terakhir rerata PAD diatas 100%, realisasi 
paling tinggi terlihat pada tahun 2014 mencapai 118,09% sedangkan realisasi terendah tercatat 
pada tahun 2016 sebesar 108,24%. Indikasi tercapainya realisasi diatas target bisa disebabkan 
karena penetapan target sangat rendah, dan mudah tercapai (under-estimate). Hal ini bias terjadi 
jika penetapan target tidak sesuai dengan potensi fiscal (Fiscal Potensial) tapi berdasar hasil 
tahun lalu (incremental). Penerimaan akumulasi yang belum diperhitungkan di tahun 
sebelumnya bisa menjadi penyebab kondisi ini. 
Untuk dana perimbangan, perolehan dana perimbangan sama halnya dengan PAD, 
efektivitas dana perimbangan secara umum adalah efektif dalam kisaran di atas 95 persen.  Dana 
perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah berasal dari Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan disusul oleh dana Bagi Hasil pajak serta bukan pajak.  Dana alokasi 
khusus (DAK), dan hasil sumber daya, merupakan komponen penyusun dana perimbangan. 
Dari sisi pendapatan daerah berupa pendapatan transfer. Transfer pemerintah pusat lainnya 
merupakan salah satu komponen dalam daftar pendapatan daerah, transfer ini baru mulai ada 
pada tahun 2014 dengan anggaran senilai 93,4 Milyar yang bersumber dari dana penyesuaian. 
Sedangkan pada tahun anggaran berikutnya kecendrungan penerimaan daerah dari dana 
penyesuaian ini terus meningkat sampai dengan tahun 2017 tercatat 166,21 M. Rasio efektivitas 
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anggaran untuk komponen ini adalah 100 persen, hal ini tidak lain adalah karena sumber dana ini 
adalah berasal dari dana penyesuaian. 
Tabel 4 :  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 




2014 Rp      866.955.379.209,00 Rp   1.023.817.429.319,00 118,09% Sangat Efektif 
2015 Rp   1.120.064.009.792,00 Rp   1.228.393.889.612,25 109,67% Sangat Efektif 
2016 Rp   1.243.705.400.000,00 Rp   1.346.240.155.744,24 108,24% Sangat Efektif 
2017 Rp   1.448.309.462.781,00 Rp   1.622.004.639.363,00 111,99% Sangat Efektif 








2014 Rp      699.358.977.675,00 Rp      709.085.267.689,00 101,39% Sangat Efektif 
2015 Rp      759.320.314.000,00 Rp      707.496.059.913,00 93,17% Efektif 
2016 Rp      874.186.891.950,00 Rp      847.221.054.205,00 96,92% Efektif 
2017 Rp      907.352.242.023,00 Rp      867.028.622.347,00 95,56% Efektif 
2018 Rp      909.630.944.000,00 Rp      889.139.727.314,00 97,75% Efektif 
Pendapatan Transfer 




2014 Rp      563.553.379.818,00 Rp      535.596.527.885,00 95,04% Efektif 
2015 Rp      128.608.308.000,00 Rp      128.608.038.000,00 100,00% Efektif 
2016 Rp      458.479.893.767,00 Rp      470.697.554.612,00 102,66% Sangat Efektif 
2017 Rp                                   - Rp                                   - 0,00% - 
2018 Rp      625.940.701.227,00 Rp      609.984.322.863,00 97,45% Efektif 
Sumber : Data Olahan 
Jika dilihat dari rerata rasio efektivitas dari tahun 2014-2018 dapat dikatakan tingkat 
pengelolaan dalam kategori efektif serta sangat efektif. Hal ini terlihat bahwa Kota Tangerang 
Selatan sudah menggali potensi daerahnya walaupun belum optimal. 
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah 
Penerimaan daerah harus dapat mengimbangi belanja daerah, jika hal ini tidak dilakukan 
maka akan terjadi defisit anggaran daerah. Hal ini berlaku sebaliknya makan akan terjadi surplus 
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anggaran daerah. Surplus bisa terjadi jika pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah 
dengan baik. Termasuk kategori belanja daerah yaitu transfer, belanja tak terduga, belanja modal 
serta belanja operasi. Dalam Struktur APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2018, belanja 
Operasi merupakan komponen terbesar dari belanja daerah. Belanja operasi dalam struktur 
APBD Kota Tangerang Selatan meliputi belanja untuk; subsidi dan bantuan keuangan, belanja 
bunga, belanja bantuan sosial, belanjan hibah, belanja barang serta belanja pegawai. Sedangkan 
belanja modal antara lain; belanja aset tetap, belanja aset lainya, belanja jaringan dan jalan 
irigasi, belanja bangunan dan gedung, belanja mesin dan peralatan serta belanja aset tanah. 
Komponen berikutnya dari belanja daerah adalah belanja tak terduga yang digunakan untuk 
keperluan yang bersifat tak terduga juga. Untuk melihat perkembangan realisasi belanja daerah 
yang dituangkan dalam APBD, di bawah ini diperlihatkan perkembangan belanja sesuai realisasi 





Tabel 5 : Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan 2014-2018 
Th BELANJA OPERASI BELANJA MODAL 
BELANJA TAK 
TERDUGA TRANSFER 
2014  Rp1.378.423.150.692,00   Rp 4.750.206.918.181,00   Rp  271.519.968,00   Rp    314.669.281,00  
2015  Rp1.637.721.069.431,54   Rp    982.977.258.892,00   Rp  541.915.140,00   Rp    382.068.414,00  
2016  Rp1.839.405.627.276,00   Rp 1.049.322.168.298,00   Rp  157.452.748,00   Rp    315.083.834,00  
2017  Rp2.023.035.434.103,00   Rp 1.005.923.202.825,00   Rp  105.497.433,00   Rp    416.319.293,00  
2018  Rp2.251.191.724.052,65   Rp 1.019.928.803.901,00   Rp  321.471.470,00   Rp 1.812.891.000,00  
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, 2019 
 
Kategori efisiensi pengelolaan keuangan dapat dicapai jika pendapatan daerah dapat 
mengimbangi belanja daerah. Jika pendapatan tidak dapat mengimbangi belanja daerah maka 
akan terjadi defisit anggaran daerah, hal ini berlaku sebaliknya maka akan terjadi surplus 
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anggaran daerah. Terjadinya surplus anggaran bisa jadi disebabkan oleh efisiensi dalam tata 
kelola keuangan. Tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Tangerang Selatan dapat di analisa 
dengan membandingkan rasio realisasi pendapatan daerah terhadap realisasi belanja. Pengelolaan 
keuangan daerah bisa dikatakan tidak efisiensi jika semakin besar rasio efisiensi. Perkembangan 
efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan terlihat pada tabel 6 berikut ini: 
Tabel 6 : Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan 2014-2018. 
 
  Sumber : Data Olahan 
Tabel 6 menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang 




Bersumber pada hasil serta pembahasan yang dilakukan, disimpulkan efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan berada pada kategori efektif serta sangat 
efektif. Pencapaian ambang efektivitas rerata tersebut memperlihatkan Kota Tangerang Selatan 
sudah menggali potensi daerahnya walaupun belum optimal. Sementara itu, tingkat efisiensi 
pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan berada pada kategori cukup efisien. 
Memperhatikan hasil ini, kedepan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perencanaan 
pengelolaan keuangan melalui 3 (tiga) hal; (a) betapa pentingnya pemerintah melakukan 
optimasi perencanaan penganggaran yang kian efektif atas sumber daya internal yang dimiliki, 
sehingga dana mampu kian diserap optimal, (b) Mendukung implementasi konsepsi value for 
money, pemerintah harus menyusun priorotas pembangunan serta alokasinya, (c) Pemerintah 
wajib berinovatif supaya setiap pos pengeluaran sanggup menggerakkan aktivitas ekonomi 
produktif guna mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan.  
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